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(outcome) suatu program. [Permehdag

= KELUARAN (OUTPUT) adalah suatu _ | I o g
dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar has11 (outcome)

dapat terwujud. [Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 59

= HASIL (OUTCOME) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. |[Permendagri
No. 86/2017, Pasal 1 angka 60|
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= SASARAN adalah rumusan kondisi 3y . .
berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
program. |[Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 50, disesuaikan]
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E pembangunan untuk mencapai sasaran. [Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka
51, disesuaikan|

ertahap sebagai penjabaran strategi.
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= MISI adalah rumusan umum menge
untuk mewujudkan visi. |Permendagri.

= VISI adalah rumusan umum menges
periode penyelenggaraan pemerintahan desa. |Permendagri No. 46/2016, Pasal 1

angka 9|
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DATA DESA adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta permasalahan yang dihadapi desa. [Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 14]

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Desa. [Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 13]

riil saat perencanaan dibuat. | Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 45|
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PEMERINTAHAN DESA adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. [UU No. 4/2016, Pasal 1 angka 2]

PEMBANGUNAN DESA adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. [UU No.
6/2014, Pasal 1 angka 8]

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat Desa. [UU No. 6/2014, Pasal 1 angka 12|

PEMBINAAN adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan desa. |PP No. 72/2005, Pasal 1 angka 15|




